
1 INSTANSI :  Sekretariat Daerah

2 TUJUAN :  Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

3 TUGAS : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif 

  pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. 

4 FUNGSI : 1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah   

  2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah

  3  Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah

  4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah. 
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1 Meningkatnya 

akuntabilitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

daerah

1. Nilai EKPPD                                          EKPPD dilakukan dengan cara menilai 

kinerja tingkat pengambilan keputusan, 

yaitu Kepala Daerah dan DPRD dan tingkat 

pelaksanaan kebijakan daerah yaitu 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Sumber informasi utama EKPPD adalah 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala 

daerah kepada pemerintah. Selain itu 

apabila dipandang perlu, evaluasi dapat 

juga menggunakan sumber informasi 

tambahan dari laporan lain baik yang 

berasal dari sistem informasi pemerintah, 

laporan pemerintahan daerah atas 

permintaan Pemerintah, tanggapan atas 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah (LKPJ), maupun laporan 

dari masyarakat. EKPPD dilaksanakan 

dengan mengintegrasikan pengukuran 

kinerja yang dilaksanakan oleh Tim 

Nasional EKPPD dan Tim Daerah EKPPD, 

serta pengukuran oleh pemerintahan 

daerah  (pengukuran kinerja mandiri, self 

assessment) yang dilaksanakan oleh Tim 

Penilai

RPJMD Bagian 

Pemerintah 

dan Otonomi 

Daerah

2. Persentase 

kebijakan daerah yang 

implementasikan :                                 

a. Bidang 

Pemerintahan    b. 

Bidang Kesra                      

c. Bidang Hukum                      

d. Bidang    

Perekonomian dan 

SDA                            

e. Bidang Pengadaan 

Barjas                                        

f. Bidang Administrasi 

Pembangunan             

g. Bidang  Organisasi                             

h. Bidang Prokopim                     

i. Bidang Umum

= (jumlah kebijakan daerah / jumlah 

rumusan kebijakan) x 100%
Semua Bagian 

3. Persentase 

pelaporan kinerja 

Kabupaten dan OPD 

yang berkualitas

=Persentase pelaporan kinerja Kabupaten 

dan OPD yang berkualitas/Persentase 

pelaporan kinerja Kabupaten dan OPD X 

100%

Bagian 

Organisasi

2 Meningkatnya 

kualitas pelayanan 

publik

4. Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM)
Bagian 

Organisasi
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